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P U T U S A N

Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat,  umur  39  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,  pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi

Riau (Rumah adiknya Endra Yulianto), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  13

Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Tebo dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.Mto, mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah menikah pada tanggal 10-03-2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Benai,  Kabupaten  Kuantan

Singingi, Prov. Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor:  092/10/III/2007,  tertanggal  10-03-2007,  yang  dikeluarkan  oleh
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Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Benai,  Kabupaten  Kuantan

Singingi, Provinsi Riau;  

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan  Tergugat  berstatus  Jejaka,  dan  sesaat  setelah  akad  nikah,

Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik  talak  yang  isinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;  

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  karyawan  yang

beralamat  di  PT.  Duta  Palma,  Desa  Pulau  Baru,  Kecamatan  Kuantan

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;  

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua) orang orang anak bernama: 

a. Nama anak pertama (Lk), Lahir di Benai, 27-03-2006; 

b. Nama anak kedua (Lk), Lahir di Rimbo Ilir, 25-03-2017; 

Anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat; 

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2020 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan:

a. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai

kepala keluarga;  

b. Tergugat tidak jujur dengan keuagan;  

c. Penggugat dibebani dengan membayar hutang Tergugat;  

d. Tergugat sering bermain judi;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  April  tahun  2021,  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang,  sehingga  kedua  belah  pihak

tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya

suami-istri;  

7. Bahwa usaha damai dari  keluarga sudah pernah dilaksanakan namun

tidak berhasil;  
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8. Bahwa  penjelasan  di  atas  menunjukkan  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin

dipertahankan lagi;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena

perceraian;  

3. Menetapkan  hak asuh anak Penggugat  dan  Tergugat  bernama nama

anak kedua (Lk), lahir Rimbo Ilir 25 Maret 2017 jatuh kepada Penggugat

sebagai ibu kandungnya sampai anak mumayiz atau sekurang-kurangnya

berusia 12 tahun;  

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  diwakili

kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah  hadir  dan  tidak  pernah  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil

secara  resmi  dan  patut  berdasarkan  berita  acara  pemanggilan  Nomor

468/Pdt.G/2021/PA.Mto.  tanggal  27  Oktober  2021  dan  3  November  2021

ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai  dan

mencoba  kembali  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;
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Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409025012880008 tanggal

14-2-2012  atas  nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Tebo,  Provinsi  Jambi,

telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 092/10/III/2007 Tanggal  10

Maret  2007  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan  Benai,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau,  telah

bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5840147734 Tanggal

31 Mei 2018 atas nama anak Penggugat dan Tergugat Nama anak kedua

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipill

Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis  telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509082810100001 Tanggal 04

September  2017  atas  nama Tergugat  sebagai  Kepala  Keluarga  yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten

Tebo, Provinsi  Jambi,  telah bermeterai  cukup dan di-nazegeling, yang

oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,

diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
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II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga

Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama xxx setelah Tergugat

menikah dengan Penggugat;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

sah menikah pada tahun 2007;

-  Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan

dan jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  milik  perusahaan  di  Riau,  kemudian  Penggugat  pulang  ke

rumah orangtuanya di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir,

Kabupaten Tebo.;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa anak pertama bernama Nama anak pertama berumur 15 (lima

belas) tahun dan anak kedua berusia 4 (empat) tahun; 

- Bahwa  Kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2021

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dan

keduanya mulai berselisih bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tahu ada perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dari  cerita

Penggugat;

-  Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari cerita Penggugat adalah
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karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, Tergugat malas bekerja

dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-  Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan

April 2021;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6

(enam) bulan;

-   Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

- Bahwa, Penggugat sanggup dan mampu untuk membesarkan dan

merawat anaknya tersebut;

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki sifat tercela dan taat beribadah;

2.  saksi  II,  umur  36  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal  di  Kabupaten Tebo,  Provinsi  Jambi,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga

Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi

kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri  yang

sah menikah pada tahun 2007;

-  Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan

dan jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  milik  perusahaan  di  Riau,  kemudian  Penggugat  pulang  ke

rumah orangtuanya di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir,

Kabupaten Tebo.;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa anak pertama bernama Nama anak pertama berumur 15 (lima

belas) tahun dan anak kedua bernama Nama anak kedua berusia 4

(empat) tahun; 

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  Kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2021

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dan

keduanya mulai berselisih bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tahu ada perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dari  cerita

Penggugat;

-  Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari cerita Penggugat adalah

karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, Tergugat malas bekerja

dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-  Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan

April 2021;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6

(enam) bulan;

-  Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  didamaikan,  namun  tidak

berhasil;

-  Bahwa,  Penggugat  sanggup  dan  mampu untuk  membesarkan

dan  merawat anaknya tersebut;

-  Bahwa, Penggugat tidak memiliki sifat tercela dan taat beribadah;

Bahwa,  setelah  diberi  kesempatan,  kuasa  hukum  Penggugat

menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa,  kuasa  hukum  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan

secara  lisan  yang  pada  pokoknya  Penggugat  menyatakan  tetap  pada

gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini,  segala yang tercatat dalam

berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  panggilan  Nomor

468/Pdt.G/2021/PA.Mto. tanggal 27 Oktober 2021 dan 3 November 2021 pihak

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan

maksud pasal  55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  pihak  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut untuk menghadap di  persidangan akan tetapi  ternyata tidak

datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai

dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberikan  nasehat  dan

pandangan  agar  Penggugat  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  proses  mediasi  sebagaimana  maksud  Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,

karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah

karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena

perceraian;  

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat  dan Tergugat  bernama Dewa

Pandu Brata (Lk), lahir Rimbo Ilir 25 Maret 2017 jatuh kepada Penggugat

sebagai ibu kandungnya sampai anak mumayiz atau sekurang-kurangnya

berusia 12 tahun;  

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta

telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian

dan  bukti  surat  tersebut  ternyata  menerangkan  mengenai  tempat  tinggal

Penggugat,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  materil  suatu  alat  bukti,  maka

berdasarkan  pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

yang telah  dicocokkan dengan aslinya  serta  telah  dinazegelenkan sehingga

telah  memenuhi  syarat  formil  suatu  pembuktian  dan  bukti  surat  tersebut

ternyata  menerangkan  mengenai  status  sah  pernikahan  antara  Penggugat

dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan

merupakan  akta  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini  merupakan kewenangan absolut

Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.3  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta

Kelahiran  atas  nama  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah  dicocokkan

dengan aslinya serta  telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi  syarat

formil  suatu  pembuktian  dan  bukti  surat  tersebut  ternyata  menerangkan

identitas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25

Maret  2017  yang  sekarang  telag  berusia  4  (empat)  tahun,  sehingga  telah

memenuhi syarat materil suatu alat bukti, maka berdasarkan pasal 73 Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini  merupakan kewenangan

relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas

nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya

serta  telah  dinazegelenkan  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  suatu

pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat

tinggal  Penggugat,  sehingga telah memenuhi  syarat materil  suatu alat  bukti,

maka  berdasarkan  pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama  Muara

Tebo;

Menimbang,  bahwa karena perkara ini  merupakan perkara perceraian

dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu

memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang

terdekat  dengan  para  pihak  untuk  mendapatkan  kebenaran  yang  lebih

meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah

dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  (satu),  Penggugat  fakta  yang

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat
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tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama terpisah sejak

6 (enam) bulan yang lalu akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil

sebagaimana  telah  diatur  dalam pasal  308  (1)  R.Bg.,  sehingga  keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta

yang  dilihat  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama

terpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu akibat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  308  (1)  R.Bg.,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, saksi 1

dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.  Bahwa,  antara  Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami

isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu

anak yang masih dibawah umur;

2.  Bahwa,  Penggugat  akan  bertanggungjawab  membesarkan  kedua

anaknya khususnya anak kedua yang masih dibawah umur, dan Penggugat

tidak pernah berbuat tercela dan taat beribadah;

3.  Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, Tergugat

malas  bekerja  dan  Tergugat  juga  sering  berhutang  tanpa  sepengetahuan

Penggugat;

4.  Bahwa, Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  sejak

bulan April 2021;
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5.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut  di  atas,

maka  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  yang  merupakan  fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan

yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  rukun

dan  harmonis  karena  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak bulan April 2021;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  menjawab  petitum  gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena

berkaitan  dengan  petitum yang  lain,  akan  Majelis  pertimbangkan  kemudian

setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  gugatan  Penggugat  poin  2,

Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa  atau  dalam  bahasa  lainnya  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,

warahmah (Vide  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1 tahun 1974 jo.  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah

sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, 

موًًَدًًَةًًًًًّ             بًَيًًْنًكًًَمًًًًُْ وجًًَعًًَلًًًًََ إليًًَهًًْاًًًَ إً لإًتًسًًَكًًًُْنًوًًُاًً أزًَوًًًْاًَجًاًًًً َنفًًْسًًًُإكًمًًًًُْ أً مًإنًًًْ لكًًَمًًًًُْ خلًًَقًًًًََ أنًًًَْ آيًاًًَتًإًهًًإً ومًًًَإنًًًْ

ذًًَ   ۚورًًَحًًَمًًْةًًًًًَ  فًإيًً إنًًّ يًَتًفًًَكًًَرًًّوًًُنًًًَ   ًٰإً لإًقًوًًَمًًًًٍْ ليًَاًًَتًًًٍ لإًكًًًَ

artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah

membuktikan  dalilnya  bahwa  dalam  rumah  tangganya  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan

dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga

keduanya  lebih  besar  kemudharatannya  dibanding  kebaikannya,  karena  di

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi  rasa  saling  cinta

mencintai,  sehingga  kalaupun  Penggugat  dan  Tergugat  tetap  dipaksa

melanjutkan  hubungan  rumah  tangga  tentu  rumah  tangga  mereka  menjadi

rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  pecah  (broken  marriage)  dan  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk

mempertahankannya;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  mengemukakan  sebuah  dalil

syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

ضرار    ول ضرر ل

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu

sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang,  bahwa  Majelis  juga  mengemukakan  dalil  syar’i  yang  lain,

berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab  al-Asybah wa an-Nazhair

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

اخفهما        بارتكاب ضررا اعظمهما روعي اذا تعارضمفسدتان

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang,  bahwa  Majelis  hakim  perlu  mengambil  alih  menjadi

pendapat  Majelis,  ketentuan Hukum Islam yang terdapat  di  dalam Kitab  Al-

Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

المفارقة فالمناسب مودة ول محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان

Artinya:,”  Apabila  terjadi  perselisihan  dalam  suatu  rumah  tangga  dan  tidak

ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara

keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.

(Kitab Al-Showi Juz IV).
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Menimbang,  bahwa berdasarkan Yurisprudensi  Mahkamah Agung R.I.

Nomor:  379/K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997  yang  menyatakan  bahwa:

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum

yang telah Majelis kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-undang

Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jis.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam,  Majelis  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  terbukti  dan  tidak

melawan  hukum,  sehingga  petitum  gugatan  Penggugat  poin  2  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarakan hal-hal tersebut diatas, maka majelis

hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintahan  Nomor  9  Tahun  1975,  jo.  Pasal  46  dan  pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  selain  gugatan  perceraian,  Penggugat  juga

memohon agar hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat, kemudian Majelis

Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  terbukti  anak

kedua  yang  bernama  Nama  anak  kedua  lahir  25-3-2017  adalah  anak  sah

Penggugat  dengan  Tergugat  dan  masih  dibawah  umur  sedangkan  anak

pertama bernama Nama anak pertama telah berumur 15 (lima belas) tahun dan

telah mumayiz;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum mumayyiz (masih

dibawah  umur)  dan  selama  ini  Penggugat  yang  mengasuh  anak  tersebut

dengan  baik  dan  sebagai  ibu  kandungnya  tidak  terbukti  telah  melakukan
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perbuatan  yang  berakibat  dicabut  hak  hadhanahnya,  maka  demi  menjamin

kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak

Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan kententuan pasal 105

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam  jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  hadhanah  diberikan  kepada

Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah

kandung (Tergugat)  dengan anaknya untuk  bertemu dan mencurahkan rasa

kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  atas  masing-

masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan

Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mewakilkan kepada orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah,

maka  quod  est ketentuan  Pasal  149  dan  150  R.Bg  gugatan  Penggugat

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  poin  3,  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,

petitum  gugatan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan  membebankan  biaya

perkara kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.Menjatuhkan  talak  1  (satu)  ba'in  sughra  Tergugat  (Nama  Tergugat)

terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

4.Menetapkan  anak  yang  bernama  Nama anak  kedua  lahir  25-3-2017,

berada di bawah hadhanah Penggugat;
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5.Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama   Muara  Tebo  pada  hari  Rabu  tanggal  3  November  2021  Masehi

bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami M. RIFAI,

S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Leni Setriani, S.Sy. dan

Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum,dibantu  oleh  AHMAD  KHUMAIDI,  S.H.I sebagai  Panitera  Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

      Hakim Anggota,                              Hakim Anggota,

   Leni Setriani, S.Sy        Andi Asyraf, S.Sy. 

Panitera Pengganti

AHMAD KHUMAIDI, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya  ATK

Perkara

: Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

4. Biaya  PNBP

Relaas

:

:

Rp480.000,-

Rp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp600.000,-
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(enam ratus ribu rupiah)
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